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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masalah utang piutang menjadi suatu persoalan yang selalu hadir 

dalam kehidupan sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Hal ini 

terjadi hampir pada golongan ekonomi manusia, dari golongan atas hingga 

bawah. Utang piutang selalu memiliki objek uang dan barang yang 

dipinjam dengan kewajiban akan dikembalikan dengan jumlah yang sudah 

disepakati. Contohnya seperti seorang anak yang berutang es krim pada 

temannya maka akan dibayar menggunakan hal yang telah mereka 

sepakati sebagai pembayaran. Ketika seseorang berutang sering kali 

dimintakan jaminan oleh kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa 

debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali utang 

pada kreditur. Jaminan utang itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

jaminan umum (pasal 1131 KUHPerdata) dan jaminan khusus. Jaminan 

khusus ini dibagi menjadi 2 yaitu jaminan kebendaan (pasal 1131 

KUHPerdata) dan jaminan perorangan (pasal 1820 – pasal 1850 

KUHPerdata).
1
 

Dalam hal utang piutang biasanya debitur memberikan suatu 

jaminan untuk memperkuat kedudukan Kreditur. Jaminan tersebut dapat 

merupakan kebendaan bergerak dan tidak bergerak Tanah sering kali 

                                                        
1
 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt518f8c34e5c67/apakah-semua-benda-dapat-jadi-

jaminan-utang, diakses pada tanggal 6 September 2017. 
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menjadi objek jaminan utama dalam perjanjian utang piutang walaupun 

sebenarnya tanah menjadi suatu kebutuhan penting dalam kehidupan 

manusia, karena manusia membutuhkan rumah, rumah membutuhkan 

tanah untuk berdiri menjadi suatu tempat tinggal bagi manusia. Dilihat 

dari segi ekonomis tanah memiliki nilai yang sangat tinggi dan terus 

menerus bertambah, dikarenakan sifatnya yang tetap dan dapat digunakan 

kapanpun. Semakin bertambah banyaknya penduduk maka kebutuhan 

untuk mendapatkan rumah meningkat, dan hal ini berdampak pada 

kebutuhan untuk mendapatkan rumah yang layak sesuai dengan 

kemampuan ekonomis. Tanah menjadi sarana yang sangat penting dalam 

pembangunan seperti dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

masyarakat”.
2
 

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dala bahasa 

Belanda “verbitenis”. Istilah perikatan yang dipergunakan secara umum 

dalam hukum Indonesia. Kata “perikatan” dapat dimaksudkan sebagai 

suatu hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para 

pihaknya, yang lahir baik karena adanya suatu perjanjian maupun karena 

undang-undang.
3
 

                                                        
2
 Pasal 33 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945 

3
 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1999), hal. 2. 
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Menurut Hofmann, perikatan atau “verbintenis” adalah suatu 

hubungan antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, 

seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu 

terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu
4
. Dari 

pengertian tersebut  maka perikatan adalah hubungan hukum oleh hukum 

itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Perikatan dan 

perjanjian merupakan istilah yang sudah terkenal dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Tetapi KUHPerdata tidak 

memberikan penjelasan secara tegas pada definisi perikatan, akan tetapi 

dalam pasal 1233 KUHPerdata dijelaskan bahwa perikatan selain dari 

undang-undang dapat dilahirkan juga dari perjanjian. 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji 

kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.
5
 Perjanjian utang piutang yang sering terjadi 

dalam masyarakat sama seperti perjanjian pada umumnya yang diadakan 

melalui suatu kesepakatan antar para pihak untuk menaati prestasi yang 

ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Ketika sudah sampai pada kata 

sepakat, maka perjanjian itu dianggap sudah menjadi suatu perjanjian. 

Dalam perjanjian utang piutang pada umumnya memiliki jaminan berupa 

harta benda. Perjanjian memiliki sifat mengikat yang mengikuti asas pacta 

sunt servanda. Asas ini adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian 

yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh 

                                                        
4
 Ibid. 

5
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Intermasa: Jakarta, 1996), hal. 1. 
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karenanya dilindungi secara hukum, sehingga terjadi sengketa dalam 

pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa 

agar pihak yang melanggar melaksanakan hak dan kewajibannya.
6
 

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dengan cukup jelas dalam 

pasal 1320 KUH Perdata, antara lain: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ini bermaksud persesuaian 

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. 

Cakap yang dimaksud disini ialah setiap orang yang sudah dewasa 

menurut undang-undang. Suatu hal tertentu disini adalah objek dari suatu 

perjanjian. Suatu sebab yang halal itu dilarang apabila dilarang oleh 

undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum, perjanjian yang dibuat dengan sebab tersebut tidak 

memiliki kekuatan.
7
 

Perjanjian memiliki 2 bentuk yaitu perjanjian tertulis dan tidak 

tertulis, banyak masalah yang terjadi akibat perjanjian tidak tertulis karena 

perjanjian tersebut sukar dibuktikan. Perjanjian yang dibuat secara lisan 

                                                        
6
 http://www.legalakses.com/pacta-sunt-servanda/ , diakses pada tanggal 23 Juli 2017 Pukul 12.00 

WIB 
7
 Mariam Darus Badrulzaman , Kompilasi Hukum Perikatan, (Citra Aditya Bakti: Jakarta, 2001), 

hal 106-107 
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tetap mengikat para pihak dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban 

dari pihak yang bersepakat. Tetapi untuk memudahkan pembuktian 

sebaiknya setiap perjanjian harus dibuat secara tertulis, agar apabila 

terjadinya perbedaan pendapat dapat kembali mengacu pada perjanjian 

yang telah disepakati. Hal hal seperti inilah yang menciptakan sebuah 

konflik dalam masyarakat, yang karena wawasan hukumnya masih 

terbilang rendah. 

Hubungan hukum dari perjanjian antar seorang dengan seorang 

lainnya menimbulkan perhubungan hukum, dimana hubungan hukum 

tersebut memiliki kriteria masing-masing dan itu akan menimbulkan 

perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Bisa terdiri dari perjanjian 

bawah tangan ataupun otentik misalnya akta notaris dan dapat dijadikan 

bukti kuat apabila terjadi suatu sengketa. Walaupun didasari asas 

kebebasan berkontrak tetap saja perikatan tersebut harus mengacu pada 

peraturan yang berlaku. Dengan kebebasan berkontrak berarti orang dapat 

menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUH 

Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Pasal-pasal di dalam Buku 

III KUH Perdata baru mengikat terhadap mereka, jika mereka tidak 

mengatur sendiri kepentingannya atau mengaturnya dalam perjanjian.. 

Suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk dengan 

siapapun mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuknya dan 

syarat-syaratnya, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pasal 1338 Ayat 

(1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat 
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secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.
8
 Dalam pasal ini terdapat asas yang menguatkan setiap 

perjanjian diperbolehkan dibuat oleh masyarakat secara bebas dan 

perjanjian itu mengikat bagi para pihaknya. Subekti juga berpendapat 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang 

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.
9
 

Peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 

dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal dapat kita 

temukan dalam perjanjian utang piutang, dimana pengaturan mengenai 

perjanjian utang piutang dapat di lihat dalam Pasal 1754 KUHPerdata. 

Perjanjian memiliki 2 jenis yaitu perjanjian otentik dan perjanjian tidak 

otentik (biasa disebut bawah tangan). Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, 

akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang 

ditempat akta itu dibuat. Lalu ada juga perjanjian yang dibuat bawah 

tangan contohnya perjanjian utang piutang yang dibuat hanya berdasarkan 

sepakat kedua belah pihak dengan isi-isi atau ketentuan yang dituangkan 

dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat bawah tangan ini tetap mengikat 

bagi para pihak, hanya saja jika terjadi suatu sengketa nantinya 

kekuatannya tidak melebihi akta otentik. 

                                                        
8
 Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

9
 Subekti , Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31, (Intermasa:  Jakarta, 2003), hal 12. 
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Perjanjian Kredit dapat dibilang sama dengan perjanjian utang 

piutang hanya saja berbeda dalam para pihaknya. Istilah perjanjian kredit 

pada umumnya digunakan oleh bank sebagai kreditor, sedangkan kalau 

perjanjian utang piutang umumnya antara masyarakat yang tidak terkait 

sama sekali dengan bank. Kredit diartikan dalam Pasal 1 angka 11 

undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga. Perjanjian kredit selalu dilengkapi dengan akta yang dibuat untuk 

dijadikan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata. 

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan perikatan yang 

dilahirkan oleh undang-undang karena perbuatan manusia yang melanggar 

hukum
10

, pengaturan terhadap PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

yang berbunyi “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
11

 Seseorang 

yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh orang lain, berhak mendapatkan ganti rugi 

terhadap kerugian yang ditimbulkan. 

                                                        
10

 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang.  (Jakarta: 

Raja Grafindo, 2003), hal. 81. 
11

 Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
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Gugatan yang diajukan penggugat dalam perkara perdata No. 

16/Pdt.G/2015/PN.Krg berawal karena penggugat merasa Tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik nama Surat Hak 

Milik No 1113 Desa Cangakan atas nama Penggugat kepada Tergugat III. 

Penggugat mengalami sengketa dengan tergugat yang berawal dari 

perjanjian utang piutang yang berubah menjadi perjanjian jual beli yang 

dikuatkan oleh akta otentik dari Notaris/PPAT. Pada mulanya Penggugat 

meminjam uang kepada Bank BPD Jawa Tengah sebesar Rp. 600.000.000 

(enam ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.1113 

dengan luas tanah ±324 m2 atas nama Doso Warsono selaku Penggugat, 

terletak di Badranasri RT. 02 Rw. 11 Kelurahan Cangakan, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian Tergugat 

I memberi pinjaman kepada Penggugat sebesar sisa utang di BPD Jateng 

tersebut yang sisa utangnya sebesar Rp 473.257.100. Pada tahun 2009 

tiba-tiba terjadi rehab bangunan yang berdiri di atas tanah Hak Milik No. 

1113 tetapi sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat III. Landasan 

peralihan tanah tersebut dilandasi Akta Jual Beli No.526/2008 yang dibuat 

oleh Notaris selaku Tergugat IV. Padahal Penggugat sama sekali tidak 

pernah menjual objek sengketa tersebut. Akta Jual Beli No 526/2008 

tersebut dinilai batal demi hukum karena penandatanganan akta tersebut 

dilakukan dengan tidak mempertemukan para pihak dalam satu waktu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa Akta PPAT harus 
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dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri sekurang 

kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu oleh para 

pihak, saksi-saksi dan PPAT. Dan juga atas Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) bahwa Notaris 

wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling 

sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi dan Notaris. Ditegaskan lagi dalam ayat 7 jika hal hal 

tersebut tidak terpenuhi maka Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan 

pembuktian akta bawah tangan. 

Dalam putusan perkara perdata No. 16/Pdt.G/2015/PN.Krg., 

peneliti melihat adanya penyalahgunaan keadaan terhadap hukum itu 

sendiri oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih atas hukum tersebut. 

Memang benar syaratnya jika Penggugat tidak dapat melunasinya maka 

sertifikat tersebut diambil oleh Tergugat I untuk melunasi utang tersebut. 

Bukti yang menguatkan bahwa sengketa tersebut adalah perjanjian utang 

piutang dilihat hakim dari pernyataan tentang pelepasan hak atas tanah 

yang dibuat oleh Notaris Eka Budiyanta,S.H yang membuat persangkaan 

yang cukup bagi hakim bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah utang 

piutang, bukan jual beli. Oleh sebab itu maka berdasarkan kaidah hukum 

putusan MA perkara PK No 78/PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987 Bukti 

Akta Notaris yang berisi materi utang piutang dengan jaminan tanah atau 

rumah yang dibungkus dalam suatu perjanjian jual beli tanah dengan hak 

membeli kembali dengan tujuan untuk melakukan peralihan hak atas tanah 
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debitor kepada kreditor bila debitor wanprestasi, maka hal tersebut adalah 

suatu perjanjian semu dan harus dinilai sebagai perjanjian utang piutang. 

Dalam kasus ini terjadi kejanggalan dalam peralihan jaminan berupa 

Sertifikat Hak Milik tanah yang dilakukan oleh pihak lain dengan cara 

melawan hukum. 

Hal-hal seperti ini bisa terjadi karena adanya indikasi 

penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomis yang 

dapat berakibat ketidak seimbangan antara kedua belah pihak. Perjanjian 

tersebut terlihat seolah-olah hanya secara sepihak yang diakibatkan karena 

keadaan-keadaan berikut:
12

 

1. Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomi (economische overwicht) 

dari satu pihak terhadap pihak lain. 

2. Penyalahgunaan karena keunggulan psikologis (geestelijke overwicht) 

dari satu pihak terhadap pihak lain. 

3. Karena keadaan darurat (noodtoestand), namun pendapat ini biasa 

dikelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi.  

                                                        
12

 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,(Rajawali Pers: Jakarta,2010),hal. 26 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Peneliti meneliti untuk dapat membahas lebih lanjut dan 

mengidentifikasikan apa yang menjadi permasalahan di dalam penelitian 

ini, antara lain: 

1. Bagaimana peralihan utang piutang berikut jaminan dalam 

perkara putusan No 16/Pdt.G/2015/PN.Krg. dan apakah proses 

peralihan piutang tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana proses peralihan jaminan berupa Sertifikat Hak 

Milik (SHM) tanah yang menjadi objek dalam sengketa 

perkara putusan No 16/Pdt.G/2015/PN.Krg. ditinjau dari 

peraturan perundang-undangan?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Maksud dan tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum perdata dalam bidang 

hukum perikatan, khususnya dalam hal peralihan utang piutang berikut 

jaminan, berupa SHM. 

2. Agar dapat menganalisa mengenai peralihan utang piutang pada 

putusan No 16/Pdt.G/2015/PN.Krg., berikut dengan jaminan utang 

piutang tersebut yang berupa SHM. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk 

mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum 

perdata. 

b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang 

sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat 

atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang peralihan jaminan 

berupa SHM atas tanah. 

b. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada semua pihak supaya dalam peralihan jaminan 

tidak terjadi sengketa antar para pihak. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa 

bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan yang 

menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan 
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peneliti. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, 

manfaat penelitian dan tujuan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat mengenai teori-teori yang bersangkutan 

dengan topik penelitian. Dan menguraikan beberapa konsep 

terkait dengan topik penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN. 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tipe , prosedur dan 

bahan yang digunakan untuk menganalisis dan menemukan 

jawaban atas permasalahan yang terjadi. 

BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini merupakan hasil analisis dari teori dan konsep yang 

diuraikan pada bab II untuk menjawab permasalahan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta memberikan 

saran yang dapat membantu supaya tidak terjadi 

permasalahan seperti yang terjadi dalam penelitian ini.  


